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Abstract: Strategic Plan Licensing Services. The purpose of this study was to determine the
evaluation of strategic planning in the years 2009-2013 Integrated Licensing Service Agency
(BP2T) Riau Province. Thisstudy included descriptive quantitative research category. The process
of determining population and sample, variables operasinalisasi research, data collection
techniques, frameworks and techniques used in analyzing the data carried by a quantitative
approach. Theresults of evaluation of strategic plan 2009-2013 in Riau province BP2T included in
the category quitewell. Thisisbecausein eval uating the strategic plan 2009-2013in Riau province
BP2T using indicators of planning, organizing, actuating and controlling that is needed in the
preparation and in the implementation of the strategic plan.

Abstrak: Rencana Strategis Pelayanan Perizinan. Tujuan penelitianini adalah untuk mengetahui
evaluasi renstratahun 2009-2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riaul.
Penelitianini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Proses penentuan populasi
dan sampel, operasinalisasi variabel penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka berfikir dan
teknik yang digunakan dalam menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil
penelitian evaluasi rencana strategis 2009-2013 padaBP2T Provinsi Riau termasuk padakategori
cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam mengevaluasi rencana strategis 2009-2013 pada BP2T
Provinsi Riau menggunakan indikator-indikator planning, organizing, actuating dan controlling

yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan renstra.
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PENDAHULUAN
L uasnyaruang lingkup pel ayanan dan jasapublik
cenderung sangat tergantung kepadaideol ogi
dan sistem ekonomi suatu negara. Negara-
negarayang menyatakan diri sebagai negara
sosialiscenderung memiliki ruang lingkup pe-
layanan | ebih luas dibandingkan negara-negara
kapitalis. Tetapi uasnyacakupan pelayanan dan
jasa-jasapublik tidak identik dengan kualitas
pelayananitu sendiri. Karenapel ayanan danjasa
publik merupakan suatu cara pengal okasian
sumber dayamelalui mekanisme politik, bu-
kannyalewat pasar, makakualitaspelayananitu
sangat tergantung kepadakualitas demokrasi.
Konsekuens dari hal ini adalah negara-negara
yang pilar-pilar demokrasinyatidak bekerja
secaraoptimal tidak memungkinkan pencapaian
kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik.
Bahkan sebaliknya, pelayanan perizinan tanpa
proses politik yang demokratis cenderung
membukaruang bagi praktek-praktek korups.
Sebagai bagian dari sistem kenegaraan de-
ngan konstitusi yang pekat dengan normake-

adilan, ekonomi Indonesiadicirikan oleh ruang
lingkup pelayanan yang sanget luas. Sayangnya,
pel ayanan yang menyentuh hampir setiap sudut
kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh
mekanisme pengambilan keputusanyang terbuka
sertaprosespolitik yang demokratis. Karenaitu
tidak mengherankan jika pelayanan publik di
Indonesiamemiliki ciri yang cenderung korup,
apalagi yang berkaitan dengan pengadaan
produk-produk pel ayanan yang bersfat perizinan
danlain-lain.

Kendati mungkin fenomenakorups yang
berkaitan dengan jenis-jenisproduk tadi hanya
melibatkan biayatransaks (antarasektor publik
dengan individu masyarakat) yang relatif kecil
(pretty corruption), tetapi biaya-biayatransaks
tersebut melibatkan pors populas yang sangat
besar. Karenaitu polakorupsi dengan meng-
gunakan instrumen produk-produk pelayanan
tersebut bisajadi memiliki dampak yang sangat
luas. M asalahnyakemudian adal ah bagaimana
meminimalkan biaya-biayatransaks tersebut.
Sangat sulit tentunyamenjawab pertanyaanini,
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kendati jawabannya merupakan bagian ter-
penting dari strategi pemberantasan korups di
sektor publik. Karena itu kajian mengenai
mekani sme pel ayanan perizinan, berikut biaya-
biayatransaks nyamenjadi emen penting dari
strategi pemberantasan korups.

Sgalan denganitu, pringp market oriented
organisas pemerintahan harusdiartikan bahwa
pel ayanan yang diberikan oleh pemerintah (apa-
ratur) harus mengutamakan pel ayanan terhadap
masyarakat. Demikian jugaprinsip catalistic
government, mengandung pengertian bahwa
aparatur pemerintah harus bertindak sebagai
katalisator dan bukannyapenghambat dari ke-
giatan pembangunan, termasuk di dalamnya
mempercepat pelayanan masyarakat. Dalam
konteks ini, fungsi pemerintah lebih dititik-
beratkan sebagai regulator dibanding imple-
mentator atau aktor pelayanan. Sebagai imba-
ngannya, pemerintah perlu memberdayakan
kel ompok-kel ompok masyarakat sendiri sebagai
penyediaatau pel aksanaan jasape ayanan umum.
Dengan katalain, tugas pemerintah adal ah mem-
bantu masyarakat agar mampu membantu dirinya
sendiri (helping people to help themselves).
Inilah sesungguhnyayang dimaksud dengan prin-
sip self-help atau steering rather than rowing.

Perencanaan strategi s sebagal suatu proses
untuk menghasi|kan Rencana Strategis diatur
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
dan PPNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
TataCaraPenyusunan, Pengendalian dan Eva
luasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah disebutkan Kepala Satuan Kerja Pe-
rangkat Daerah (SKPD) menyigpkan rancangan
Renstrasesual dengan rencangan awa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) dan baru ditetgpkan melaui peraturan
pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan
RPIMD.

Sgjalan dengan hal tersebut diatas, BP2T
Proving Riaumerupakan salah satu badanyang
mempunyai tugas memberikan pelayanan ad-
ministrasi di bidang perizinan secaraterpadu
denganprindpkoordines, integrad, sinkronisag,
simplikas, keamanan dan kepastian. Berdasar-
kan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999

tentang AkuntabilitasKinerjalndans Pemerintah
dan Keputusan LembagaAdministras Negara
Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
pedoman penyusunan pel aporal akuntabilitas
kinerjalnstans Pemerintah, merupakan pedo-
man bagi setiap Instansi Pemerintah dalam
menyusun Rencana Strategis (Renstra).

BPZT Proving Riaumenyusunrenstrauntuk
tahun 2009-2013 sebagai berikut:
|. Program satuan kerja perangkat daerah /

SKPD.

- Program pelayanan administrasi per-
kantoran.

- Program peningkatan saranadan prasa-
ranaAparatur.

- Program peningkatan disiplinAparatur.

- Program peningkatan kapasitas sumber
dayamanusiaAparatur.

- Program peningkatan pengembangan
sistim pelaporan pencapaian kinerjadan
keuangan.

I1. Program urusan wajib.

- Program peningkatan promosi dan ker-
jasamainvedtas.

- Program peningkatanikliminvestas dan
redisas.

- Program peningkatan penyelenggaraan
pel ayanan perizinan dan non perizinan.

- Program peningkatan akuntabilitas peri-
Zinanhdan non perizinan.

- Program penertiban, mnitoring, evaluas,
pengamanan, pengaduan, perizinan dan
non perizinan.

- Program penguatan kapasitas kelemba-
gaan dan ketatal aksanaan pelayanan ter-
padu.

Tujuan disusunnyaRencanastrategisBP2T
Proping Riau tahun 2009-2013 adalah:

- Merupakan dokumen operasional indi-
katif RPIM Propins Riauyang menjadi
tugasdanfungs BP2T Proping Riau.

- Menjadi dasar acuan penyusunan kebi-
jakan BPZT Proping Riau.

- Mewujudkan keterpaduan dan keserasian
gerak ddamkegiatan BPZT Propind Riau
yangterencanadan memiliki akuntabilitas.

- Memberi pedomandandat pengenddian
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kinerja dalam pelaksanan program
kegiatan BP2T Tahun 2009-2013.

Renstratahun 2009-2013 pada BP2T Pro-
vins Riauternyatatidak semuaprogram dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan
kurang adanyaevauas terhadap rendtratersebui.
Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya
manusiasebagai faktor utamadaam penyusunan
renstradan ketidak siapan pegawai dalam hal
pel aksanaan rencana dan sumber pendanaan
yang kurang memadai.

Tujuan penditianini addah untuk mengetahui
evaluas renstratahun 2009-2013 padaBP2T
Provind Riau.

METODE

Penditianini termasuk ddam kategori pene-
litian deskriptif kuantitatif. Proses penentuan
populas dan sampel, operasinalisas variabel
pendlitian, teknik pengumpulan data, kerangka
berfikir dan teknik yang digunakan dalam me-
nganalisis data dilakukan dengan pendekatan
kuantitatif. Berdasarkan tujuan pendlitian, data
dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada,
indikator-indikator diukur sesuai dengan ke-
rangkaberfikir dankondis yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Rencana Strategis 2009-2013
BP2T Provinsi Riau

Evaluasi renstra BP2T tahun 2009-2013
diandis sdenganmenggunakanindikeator evaluas
pengel olaan suatu perencanaan menurut GR.
Terry, yaitu dengan kriteriaPlanning, Organizing,
Actuating dan Controlling (POAC) dengan pen-
jelasan sebagai berikut:

Planning (perencanaan)

Pembuatan renstraBP2T tahun 2009-2013
dimulai dengan membuat perencanaan. Pe-
rencanaan adalah membuat serangkai aan ke-
giatan di masayang akan datang dengan meng-
gambarkan dan merumuskan kegiatan yang
diperlukan untuk mencapal hasll yang diinginkan
melalui penetapan tujuan, penentuan alokasi
sumber daya dan cara pencapaiaannya. Indi-
kator perencanaan dalam penelitian ini untuk

mengetahui apakah perencanaan pembuatan

renstrapadaBP2T telah dilakukan dengan baik,

dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Penyusunanrencanakerjadan anggaranyang
jelas dalam pembuatan dan pelaksanaan
renstra.

2. Penetapan sasaran dan tujuan renstra.

3. Penentuan solus terhadap permasal ahan.

Organizing (pengorganisasian)

Organisas berarti mengatur, olehkarenanya
pengorgani sasian ada ah merupakan pengaturan
dan pembagian kerja, tugas, hak dan kewgjiban
semuaorang yang masuk dalam satu kesatuan
ataukdompok organisas. Yang menjadi indikator
pengukuran organizing padapenditianini addah:
1. Perinciankerjayangjelas.

2. Penempatan dan pembagian tugas.
3. Pembagian kewgjiban.

Actuating (pengarahan)

Pengarahan yang diberikan oleh pembuat
kebijakan kepadaanggotaorganisas, agar ke-
bijakan tersebut dil aksanakan sesuai dengan
rencanayang telah dibuat. Sebelum melakukan
evauas terlebih dahulu adanyapengarahan dari
pimpinanorganisas agar hasil evaluas diperolen
sesual dengan rencanayang telah disusun. Indi-
kator actuating padapenditianini adaah:

1. Rapat koordinas denganinstand terkait.

2. Perintah-perintah yang diberikan

3. Penjelasan mengenai aturan-aturan maupun
kebijakan.

Controlling (pengawasan)

M erupakan pengawasan yang dilakukan
baik sebelum pel aksanaan renstra, sedang ber-
jalannyakegiatan mauun sesudah pel aksanaan
renstradilakukan. Hal ini berlaku jugasebelum
evauas dibuat oleh pimpinan bagian pelayanan
terpadu dalam menyusun renstra 2009-2013
padaBP2T Provinsi Riau. Indikator yang di-
gunakan padapengawasanini adalah :

1. Pengawasan dalam penyusunan rentra.
2. Pengawasan dalam pel aksanaan renstra.
3. Pengawasan dalam membuat |aporan renstra.



94 Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, November 2012, him. 1-100

Faktor-faktor yang Menghambat Evaluasi
Renstra 2009-2013 BP2T Provinsi Riau

Sumber daya manusia

Kualitas sumber dayamanusiamerupakan
salah satu faktor penghambat dalam meng-
evaluas rencana strategis 2009-2013 BP2T
Proving Riau. Hal ini menyebabkan penyusunan
renstra2009-2013 padaBP2T belum mencapai
padakategori baik, wal upun pegawai yang me-
laksanakan penyusunan dan peaksanaan rendra
tersebut memiliki tingkat pendidikan tamat S1.
Hal ini dikarenakan pegawai tersebut belumdi-
berikan pendidikan dan |atihan dalam penyu-
Unanrendrayang sesua dengan peraturandaerah
yang berlaku, rata-ratapegawai belum seluruh-
nyamemahami pedoman penyusunan renstra
tersebut.

Peralatan (teknologi)

Perdatan (teknologi) di Sni addah perdatan
yang digunakan dalam penyusunan maupun
dalam mengevaluas rencana strategis 2009-
2013 BP2T Proving Riau. Dari hasil penditian
ternyataperalatan (teknologi) yang digunakan,
belum mencapai pada kategori baik. Hal ini
dikarenakanfadlitasyang disediakan, saranadan
prasaranabaru padakategori cukup memadai,
seperti ruangan yang tersediamasih belum dapat
menampung pegawal untuk melakukan diskusi
dadam penyusunanrendtra, saranadan prasarana
Seperti ruangan pegawai tempat bekerjakurang
dilengkepi denganfagilitasyang memeadal, begitu
jugahalnyadengan peralatan yang digunakan
untuk mengoperas ona kan penyusunanrengtra
tersebut mashterbatas.

SIMPULAN

Dari hadl pendlitianevauas rencanadrategis
2009-2013 padaBP2T Proving Riau termasuk
padakategori cukup baik. Hal ini dapeat diketahui
dari 18 orang responden (45,00) yang mem-
berikan tanggapannya. Hal ini dikarenakan
dalam mengevaluasi rencanastrategis 2009-
2013 padaBP2T Provins Riau menggunakan
indikator-indikator planning, organizing, actuating
dan controlling yang sangat dibutuhkan dalam
penyusunan maupun dalam pel aksanaan rendtra.
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